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PUTUSAN
Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Sdw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, pendidikan SD, tempat
kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Barat, yang
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada
Lia Agnesia D., S.H., M.Hum., Alberto Chandra,
S.H.,, MH., dan Sianto, S.H., ketiganya
merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat Lia Agnesia D.,S.H.,M.Hum &
Associates, yang beralamat di Kampung
Belempung Ulaqg, Kelurahan Sumber Sari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai
Barat, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email
agnesialia3l@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 037/LA.Ekstern/X/2023,
tanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar
pada kepaniteraan  Pengadilan = Agama
Sendawar Nomor 08/SK.K5/11/2023 tanggal 14
November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx,
Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada
tanggal 27  Oktober 2023 dengan register perkara  Nomor
140/Pdt.G/2023/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 23 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Barat hingga berpisah sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da al-
dukhul);
4, Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia

dan sejahtera, hingga oleh orang tua Penggugat dibangun rumah tinggal
permanen di lokasi tanah milik orang tua Penggugat yaitu di Xxx,
Kabupaten Kutai Barat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tinggal
dengan orang tua penggugat, namun sejak tanggal 18 Desember 2021
merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
a) Bahwa Tergugat sering pulang larut malam, bahkan subuh dengan
berbagai alasan-alasan yang tidak masuk akal sehat, jika benar ada
bisnis hasil dari bisnis Tergugat tidak pernah ada hasil berupa uang
yang dibawa pulang ataupun direkening bank, apalagi untuk
diberikan kepada Penggugat;
b) Bahwa, Tergugat tidak bisa memberikan keturunan / anak selama
masa perkawinan sehingga hal tersebut menjadi salah satu
penyebab seringnya cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada tanggal 16 Maret 2023 yang akibatnya Tergugat membawa
pergi sebagian pakaiannya dari rumah orang tua Penggugat di xxx g
Seberang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu dan tinggal bersama lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat tetap
bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan
Tergugat berserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya
tetap nihil dan Tergugat tidak mau merubah sikap. Oleh karena rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan
keharmonisan lagi maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan
untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk
tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
Sakinah, Mawaddah, Warohmah, tidak dapat diwujudkan, sehingga
apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang
berkepanjangan dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat
untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.
Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan
Agama Sendawar Cg. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili,
memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'’in qubra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat
(Xxx);
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3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat serta
kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi
syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang
mewakili/mendampingi pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya
mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi
membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil, serta upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.
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- Fotokopi e-KTP NIK xxx tanggal 02-03-2018. Alat bukti tersebut
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai
cukup (nazegelen) lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang
Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx. Alat bukti tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup
(nazegelen) lalu diberi kode P.2;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Barat,
mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat
pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal membina rumah tangga di Kampung Linggang Tering Seberang,
Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan 2019
hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena selama masa
perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
Selain itu Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada
Penggugat dimana Tergugat disinyalir ada menggelapkan keuangan
keluarga;
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- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya
adalah karena Tergugat sering pulang malam tanpa ada alasan yang
jelas;
- Bahwa saksi memang mengetahui sendiri perihal keadaan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
16 Maret 2023 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali ke rumah
kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat
tetapi juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah
kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;
Saksi 2, xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Barat, mengaku sebagai
sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat
pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal membina rumah tangga di Kampung Linggang Tering Seberang,
Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun setelah
menikah hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur
dalam masalah keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat
disinyalir ada menggelapkan keuangan keluarga. Selain itu Tergugat
sering pulang malam tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya
adalah karena selama masa perkawinannya antara Penggugat dan
Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi memang mengetahui sendiri perihal keadaan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi karena sepupu pernah Penggugat pernah bercerita
tentang rumah tangganya mengenai adanya konflik dengan Tergugat
karena sering pulang subuh. Permasalahan lainnya adalah karena
Tergugat berselingkuh;

- Bahwa Pengguat bercerita kira-kira tahun 2009;

- Bahwa ketika Tergugat pamit untuk mencari sparepart sampai
malam tetapi setahu saksi tidak ada toko sparepart yang buka sampai
malam;

- Bahwa ketika Penggugat bercerita tersebut dalam keadaan
menangis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2023 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali ke rumah
kediaman bersama;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat
tetapi juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak

berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat di hadapan PPN Kantor Urusan Agama dan saat ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat
sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.2) dan perkara a quo
merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan
Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,

maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam),
pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama
Sendawar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut
secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2022 dan Tergugat juga telah dipanggil sesuai dengan peraturan terkait
sehingga pemanggilan terhadap para pihak telah dilakukan secara resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa
keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat, dan ternyata telah memenuhi
syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum
Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Sendawar
mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan
perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah
memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara
berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan peraturan
terkait, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai
ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa atas relaas panggilan sidang tersebut Penggugat
dengan didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan
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sementara Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah
menurut hukum dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang
sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Majelis Hakim
dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat
(Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan
kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya.

Menimbang, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2
serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 yang berupa fotokopi E-KTP
dari Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan
bermaterai cukup atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdata
sehingga terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah sebagai penduduk
yang tercatat di Kabupaten Kutai Barat dan selain itu dapatlah menunjukkan
tentang identitas dari Penggugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang
dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
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menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang
mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende),
sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
selain alat bukti tersebut sebagai conditio sine qua non dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana uraian di atas
Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang untuk itu
Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172
ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah
disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap
peristiwva yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu
dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi
sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-
dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut
mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-
istri yang sah yang dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya baik tetapi sejak tahun 2009 yang lalu mulai terjadi
perselisihan diantara keduanya yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam
masalah keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat disinyalir ada
menggelapkan keuangan keluarga. Selain itu penyebab perselisihan dan
pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat sering pulang malam tanpa
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ada alasan yang jelas dan selama Penggugat dan Tergugat menikah belum
dikaruniai anak;

3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Maret 2023 yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim
nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan
pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu
alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama,
adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah
berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi,
serta terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang
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mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin
hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi
kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut
menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah
tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-
istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan “Bahwa suami-
istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, dengan
demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta-
mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan
batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman

Allah didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) yang menyatakan:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”
Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas bagi Majelis Hakim
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bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik
atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan
pecah (broken marriage), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak
saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada
rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah
penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat
Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu
memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat
namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah
berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk
rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus menjadi pertimbangan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu
mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999,
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa
bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan
Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya
Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai
suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian
dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai
mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah
terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) a
guo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap
Penggugat (Xxx);
4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sendawar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Annys Ahmadi,
S.H.l.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.l., M.H. dan
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Khoiro Aulit Taufigo, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan
pada hari itu juga, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.l., M.H. Annys Ahmadi, S.H.l., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.l., M.H.
Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 625.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



